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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD di DIY dilakukan 

saat tahap perencanaan dimulai melalui beberapa forum yang ditinjau secara 

umum meliputi forum Konsultasi Publik (KP), forum Stakeholder Meetings, 

forum Public Surveys, dan forum Analisis SWOT. Ditinjau secara teknis, 

forum KP, forum Stakeholder Meetings, forum Public Surveys, dan forum 

Analisis SWOT ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan berikut yaitu melalui 

forum Pra Musrenbang dan forum Asmara (Aspirasi Masyarakat). Pertama, 

Forum Pra Musrenbang mencakup 3 (tiga) tingkatan yaitu Musrenbang 

Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 

Kedua, Forum Asmara (Aspirasi Masyarakat) merupakan saluran penjaringan 

aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD DIY. Di 

dalamnya terdapat kegiatan Audiensi, Bimbingan Teknis, Lokakarya, 

Seminar, Public Hearing, dan Rapat Dengar Pendapat Langsung yang 

semuanya menjadi materi Pokok-pokok Pikiran Dewan untuk dibahas 

bersama Musrenbang dari Pemerintah DIY sebelum penetapan RKPD 

dilakukan. 
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2. Penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD di DIY 

belum berjalan optimal. Desentralisasi fiskal dalam bentuk kewenangan 

Daerah di bidang keuangan yang dituntut untuk selalu menitikberatkan adanya 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Daerah nyatanya belum 

diletakkan sebagai posisi strategis untuk mengoptimalkan pembangunan 

Daerah dan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan persoalan-

persoalan yang menghambat optimalisasi keterlibatan warga. Kendala-kendala 

tersebut meliputi Pertama, Manajemen Pemerintahan ditinjau dari Teknis 

Operasional Forum Partisipatif. Di dalamnya terdapat Kendala Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Kendala Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan, Kendala Umum dalam 

Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, Kendala Teknis 

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dan Kendala Lanjutan dalam 

Tahap Persetujuan. Kedua, Kebiasaan Lama yang sulit dihilangkan ditinjau 

dari Mentalitas dan Perilaku Wakil Rakyat (DPRD). Mentalitas dan Perilaku 

DPRD belum menujukkan optimalisasi fungsinya sebagai lembaga 

perwakilan rakyat di Daerah yang dinilai berdasarkan fakta-fakta berikut, 

antara lain Rendahnya Komitmen dan Tingkat Konsistensi DPRD dan 

Conflict of Interest dalam Hubungan Internal DPRD. Ketiga, Krisis 

Kesadaran dan Kompetensi Masyarakat yang rendah. Terdapat 2 (dua) 

persoalan pokok di dalamnya yaitu mengenai Minimnya Kesadaran 

Masyarakat dan Kompetensi Masyarakat yang tidak seimbang (Sumber Daya 
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Manusia). Keempat, Kedudukan Stakeholder dan Kepentingannya. Terdapat 2 

(dua) persoalan pokok di dalamnya yaitu Pendekatan Delegasi yang dipakai 

menjadi tidak bermakna ketika pemilihan anggotanya tidak melalui Proses 

Pemilihan yang Demokratis dan Pemilihan Anggota Delegasi yang tidak 

disertai dengan Standar Prosedur yang jelas, misalnya kecakapan 

berpartisipasi, keterampilan dan wawasan anggota yang memadai. Kelima, 

Praktek Kolusi Kelembagaan dan Kolusi Individu Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. Kolusi Kelembagaan yang dimaksud adalah kolusi 

yang terjadi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah pada bidang tertentu 

yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur formal. Sementara itu, Kolusi 

Individu yang dimaksud adalah kolusi antara oknum tertentu dari anggota 

DPRD dengan oknum dalam lingkungan Pemerintah Daerah terhadap suatu 

program kerja tertentu dengan maksud agar dapat direalisasikan. Keenam, 

Kerangka Legal Partisipasi Masyarakat. Pengaturan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan Perda APBD khususnya menyangkut 

petunjuk teknis keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

penganggaran, hanya diatur melalui Surat Keputusan Gubernur tentang 

Pedoman Musrenbang tahun anggaran saat itu atau melalui Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Oleh karenanya, 

partisipasi masyarakat yang dikonsepkan dan yang dilaksanakan hanyalah 

sebatas inisiatif sekaligus prakarsa Pemerintah Daerah sendiri. 
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3. Kompleksitas persoalan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan 

penganggaran di DIY selama ini menyebabkan perlunya merevitalisasi portal 

pemerintahan untuk menyediakan kemudahan akses publik. Sehubungan 

dengan upaya revitalisasi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis 

dan akurat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini. 

Upaya-upaya tersebut antara lain Pertama, membangun dan mengembangkan 

Sistem e-Government. Sistem e-Government dijadikan sebagai bentuk 

rekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif yang di 

dalamnya meliputi pengembangan e-Musrenbang, e-Budgeting, dan e-Monev 

di lingkungan Pemerintah DIY dan e-Parlemen di lingkungan DPRD DIY. 

Dalam e-Government, semua kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah 

DIY sejak perencanaan dan penganggaran, penyusunan, pembahasan, 

persetujuan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD dapat diakses 

oleh publik kapan saja guna memastikan usulan-usulan prioritas masyarakat 

terakomodasi dan dilaksanakan dalam APBD pada tahun anggaran tersebut. 

Kedua, menutup Dana Aspirasi. Keinginan untuk mendapatkan Dana Aspirasi 

muncul dalam rangka memperjuangkan program pembangunan yang 

merupakan hak anggota DPRD di Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah yang diwakilinya. 

Tetapi, adanya Dana Aspirasi justru menghambat terlaksananya fungsi 

pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena 

arah pembangunan berjalan masing-masing atau tidak searah yang justru 
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sangat berpengaruh terhadap realisasi pembangunan Daerah dan 

masyarakatnya. Oleh karenanya, dengan menutup Dana Aspirasi, 

sesungguhnya sekaligus menuntut komitmen dan kapasitas politik anggota 

Dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kuncinya ialah proses 

reses dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka Penulis memberikan saran, antara lain sebagai berikut: 

1. Pengembangan sistem e-Government merupakan salah satu instrumen penting 

Good Governance. Namun, perlu diantisipasi pula beberapa hal berikut yang 

memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan berbasis website atau e-government. Pertama, orientasi 

kekuasaan yang kuat di dalam proses politik berpotensi menghambat 

pengembangan ide-ide baru melalui saluran e-Government. Selama DPRD 

masih memiliki sikap yang cenderung “memaksa” maka sangat besar peluang 

tata kelola pemerintahan berbasis teknologi seperti ini menjadi sulit untuk 

diterapkan. Kedua, pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis website 

seperti ini, perlu dilakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat luas. 

Tanpa disadari, masih begitu banyak elemen masyarakat yang masih “gelap” 

dengan pengembangan revitalisasi pemerintahan yang tergolong baru ini. 

Evaluasi dan monitoring terus dilakukan secara berkala untuk mengetahui 
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tingkat pemahaman dan kepuasan publik sekaligus memperbaiki sistem yang 

ada apabila dirasakan perlu.  

2. Keberadaan representative government yang ditandai dengan luasnya 

keterlibatan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sering kali tidak 

sejalan dengan visi misi partai politiknya dalam mewakili masyarakat. 

Kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi para kader harus dianggap 

sebagai langkah progresif. Dianggap sebagai langkah progresif dengan alasan 

bahwa; Pertama, mengurangi banyaknya Dewan yang bekerja untuk dirinya 

sendiri, para koleganya, dan terutama untuk ibu kandungnya sendiri (partai 

politik pengusungnya). Kedua, agar kompetensi legislatif dapat mengimbangi 

kompetensi eksekutif. Sehingga jangkauan eksekutif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tidak disimpulkan lebih maju dibandingkan dengan legislatif.  

3. Perlu pengembangan lanjutan ke depannya dari usulan upaya-upaya yang 

belum dilaksanakan di DIY, baik yang menjadi kewenangan Pemerintahan 

DIY maupun yang menjadi kewenangan Pusat sebagaimana yang telah 

Penulis paparkan pada sub bab sebelumnya (baca pembahasan pada halaman 

195-201).  
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perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal21 OKTOBER 2016
A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Ternbusan .

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BAGAN PERENCANAAN P.Eiv1E:3ANGUNAN DAERAH.DiY
3. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY ,
4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIY
5. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
6. YANG BERSANGKUTAN

Notice; Undefineej variable rsmstembusan in Ivar/www/htmllizin/application/modules/pzn/controllers/lzinController.php on line 180




